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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengin9at 

a batwa untuk meningkatk.an kewaspadaan dan 
kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana, dipandang 
perlu untuk membentuk unit kerja yang 

menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana, 

b. batwa sebelum pembentukan unit kerja ini ditetap#an 
dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah 
untuk sementara menetapkan pembentukannya dengan 
Peraturan Bupati 

c batwa berdasarkan pertimbangan sebagairana 
dimnaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengan; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomot 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomnor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 
tentang Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 



4. Undang-Undang Nomor 24 Tau 2 

Penanggulangan Bencana (Lemnbars 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 66. Taro 
Negara Republikx Indonesia Nomor 4723 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 200 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Non 4 
Tambahan Lembaran Negara FRepublk ind 

Nomor 4828) 

• Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 ten ta ng  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinta 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemenintaban 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republe 
Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952) 

9. Persturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pererintahan Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Deerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomot 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2). 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisl 
Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 19, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19) 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG PEMBENTUKAN BADAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN 
JEPARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimnalsud dengan 
1 De rah ada la h  Kabupu ten  Jepara  
2  Pemerintah Deerah ada la h  Bupati  dan  Perangkat Daerah sebagai unsur 

peryelenggara pemerintahan daerah 
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3. Bupati adalah Bupat Jepara, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
5. Baden Penanggulangan Bencana Daerah adalah unit kerja yang dibent. 

rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana 
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengacar 

menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebablan be oil 

faktor alamn dan atau faktor non alamn maupun faktor manus.is, lu 
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

BAB Il 

PEMBENT UKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Jepara 

BAB IL 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan dibawah dan 
bertanggungiawab kepada Bupati; 

(2) Baden Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan 
secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 

Tugas dan fungsi 

Pasal 4 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas 
a menetaplan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggula9an 

bencana yang mencalup penoegahan bencana, penanganan darurat, 
rehabilitasi, serta rekontruksi secare adil dan merata, 

b. menetaplan standarisasi serta ebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana berdasaran perturan perundang-undangan, 

c. menyusun, menetaplan dan menginformasikan peta tawan bencana 
d. menyusun dan menetaplan prosedur tetap penanganan bencana, 
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupat 

setiap sebulan sekali dalamn kondisi normal dan setiap saat dalam kondist 
darurat bencana; 

f. mengendalkan pengurpulan dan penyaluran uang dan barang 
g penggunaan anggaran yang diterima dart 

Anggaran dan Belanja Daerah, dan; 
h. melaksanal.an kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang ­ 

undangan 
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(2) Per tn pan  pedoman dan pngarahan terhadap ut ha 
ebagimana dirnaksud pada yat ( 1 ) huruf a,  set  a  
Pemerintah De er ah  dan  Badan Nasi on al  Penanggult gan 

Da lt  m  pen ye le nggar  n  tugas  sebagaimana dirmaksud dalarn psi 4 • 

menyule ggarakan fungi 

a perumuan dan penetapan ebiakan penanggua""Booe a 

penanganan pengungsi dengan  bertindak oepat  dan tepat, efeti dan  
dan 

b pen gioordin a sis n  p ela kt  aan egiat.an penanggulangan bencana 
terencana, terpadu dan menyeluruh 

BAB IN 

SUSUNAN ORGANISASI 

Bagi n Pertama 

Susunan Organ asi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdini atas 
a Kepa l ;  
b  Unsur  Pe la k sanag  

B gian  Kedua  

Unsur  Pelaksana 

(1)Unsur Pelaksana Bu dan  Penanggulangan  Bencana  Daerah berada di bawah 
dan bertanggungit wab kepada Kepa la  Badan  Penanggulangan Bencana 
D erah 

(2) Unsur Pela k sv  na  dipimnpin  Kep la  Pelaksana yang membantu tugas Kepala 
Baden Penanggulangan Bencana Daerah dalt m penyelenggaraan tugas dan 
fungsi unsur pelaksana Badan  Penanggulangan Bencana Daerah sehani-hani 

Unsur Pelaksan BP8D sebagairana dimnaksud dal m Pasal 8 mempunyai tugas 
melaksanal.an penangguangan bencana secara terintegrasi meliputi 
a prabencana 
b. saat tanggap darurat dan 
c. pascabencana 

Pesa 10 

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggaraka 
tungsi 
a pengkoordinasian Unsur Pela k sana  Baden  Penanggulangan Bencana Daerah 

melalui oordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi 
vertilal, lemnbaga usaha dan/atau pihak lain yang dipertukan pada tahap 
prabencana dan pi abencana 



pengkomandoen Unsur Pe la ks4  na  B dan  Penanggulangan Bencana Daerat 
r ela lu i  pengerahan  surmber  daya  manusia, peralatan, logistik dani satuan er)a 
perangiat daer ah  lainnya, instansi vertik.al serta langkah-langkah lainnya yang 
dipertular da le  m  rangka  penanganan  darurat  bencana  

c  pelaks an kegi ta n  Unsur  Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah yang dila ks an ak an  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi dengan satuan 
kerja perangkat dad rah lainnya, instansi vertika dengan memperhatk.an 
kebiakan penyele nggarar n penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undang.an 

Pasal 11 

(1)Unsur Pe la k sana  B dan  Penanggulangan  Bencana Daerah terdini atas 
1 K6pala Pe l i  na  

2  Selretariat  
3.  Selsi  Penegahan  dan  Kesi  psiagan, 

4. Seksi Kedaruratan dan  Logis tik,  

5.  Seksi  Rehabiliti  i  dan  Rekonstruksi. 

(2)Kepala Pe la k s4  na  sebagaimana  dimnalsud  pad  ayat  (1), secara ex-officio 
dijabat olieh Kepa la  Sa tpo4  PP  yang  berkedudukan di bawah dan 
bertanggunga vab kepada Kep la Badan 

(3) Sekretariat sebagaimane dimnaksud pada ayat (1), dipimnpin oleh Kepala 
Sekretaniat yang P"eddutan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepa l  
Pelaksana dan secara ex-officio dijabat oleh Kep la  Bidang  Penanggula09an 
Bencana pada Satpol PP Kabupa te n  Jepara;  

() Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimane diraksud pada ayat ( 
dipimnpin oleh Kepa la  Seksi  yang  berkedudulan di banwah dan bertanggungawab 
epada Kepala Pelaksana dan secara ex-offici dijabat oleh Kepala Selsi 
Penegahan den Kes i gaan  pada  Satpol  PP  Kabupaten Jepara, 

(5) Selsi Kedaruratan den Logistik sebagaimana dirndlsud pada ayat (1), dipimpin 
olien Kepala Seki yang Peddukan di bawah dun bertanggungawab kepada 
Kepala Pelaksana dan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Selsi Perlindungan 
Masyaralat pada Sa tpo  PP  Kabupa to n  Jepara  

(6) Selksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagairr dimnaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Selsi yang berkedudukan di be rah dan bertanggungiawab 
epada Kepala Pelaksana dan  secara ex-off.it iabat oleh Kepala Desi 
Logistik, Rehabilitasi dean Rekonstruksi pada Sa t o  Kabupaten  Jepara  

(7)Bagan Organisasi Baden Penanggulangan Be na Daerah sebagaimana 
tercanturn dala mn  Larpiran yang merupal.an b n  tidak  terpisahkan  dari  
Peraturan  Bupati  ini. 

BAB V 

TATA KER.JA 

Pasal 12 

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
menerapan prinip koordinasi, in te gr asi  dan  



(2) impinan Unsur Pe ln ksans  Baden Pen an gu l g n  
melaksanaan  sistern  pengen da lin n  intern  di lingungan me ng-4 

(3) Pimnpinan Unsur Pe ln kesana  Baden  Penanggulangan  
bertanggung  jarwab  mermimnpin dan mengioordinask. 
membenikan pengarahan serta petunjuk bagr pelaksanaan tugas bar a 

Porn uao Fe m·  """9on ere» o» r 
melalsaalan fugas melalukc.an pemnbin in den pengawasan terhadap 
organisasi di bawahnya 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Baden Penanggulangan Bendana 

Daerah diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

BAB VM 

PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalamn penanganan bencana 
dibebankan pade APBD Kabupu te n  Jepara  dan  sumnber  anggaran  lainnya  yang  sat  

dan  tidal  mengik.at  

BAB  VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

gar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penerpatannya dalamn Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetaplan di Jepara 
pada tan9gal t¢ errs e 

HENDRO MARTOJO 

RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 

DUK HUKUM 

• 

• 

H 

BERITA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA Se 
Art 



LAMPIRAN PERATURAN Bu+AT 

NOOR 

TANGGAL to Jr 

BAGAN ORGANISASl 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 

BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 

KEPALA 

UNSUR PELAK SANA 

KEPALA PELAK SANA BPBD 

I 

SEKRETARLAT 

I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PENCEGAHAN DAN KEDARURA TAN DAN REHABILITASI DAN 

KE SIAPSIAGAAN LOGIsTIK REKONSTRUKSI 

HENDRO MARTO.JO 

•• 

---+ 

• • •  


